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BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1  Pelayanan yang diberikan BPN

Pelayanan yang diberikan oleh BPN salah satunya adalah menerbitkan sertifikat tanah yang diajukan oleh pemohon. Ssertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN mudah jika memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

2.2 Prosedur Pengolahan Data Sertifikat Tanah

Prosedur dalam pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemohon yaitu membawa berkas-berkas yang diperlukan sesuai syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan sertifikat tanah. Berkas yang dibawa akan diteliti oleh petugas pendaftaran. Jika terjadi ketidaklengkapan atau tidak sahnya berkas yang dibawa maka petugas pendaftaran menolak dan  berkas yang diterima akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila berkas tersebut diterima maka pemohon membayar biaya pengukuran tanah sesuai dengan luas tanah yang diajukan.

Apabila permohonan tersebut konversi hak adat maka diperlukan pengumuman kekelurahan untuk mengumumkan bahwa tanah tersebut akan dibuat sertifikat tanah. Pengumuman ini selama enam puluh hari, jika yidak ada keberatan maka proses pengolahan data dilanjutkan mengukur kelokasi tanah. Keberatan tdak dilaayani jika melebihi waktu tersebut. Kemudian pihak kantor akan datang kelokasi tanah untuk melakukan pengukuran tanah di dampingi perangkat desa dan pemilik tanahn yang bersebelahan tanah-tanah yang akan diukur.

Data dalam pengolahan sertifikat tanah akan disimpan dalam buku tanah atau disebut Daftar Isian. Daftar isian terbagi menjadi dua yaitu Daftar Isian 208 atau berisi daftar pemegang hak adat, Daftar Isian 307 atau daftar pemegang sertifikat tanah.

Pemohon menunggu proses pengolaha data sertifikat tanah. Pemohon dapat melakukan pengecekan permohonannya dengan cara datang langsung kekanr\tor BPN. Apabila pengolahan data sertifikat tanah telah selesai, pemohon dapat mengambil sertifikat tanah keloket pengmbilan.

Untuk lebih jelasnya tata cara dalam pengurusan sertifikatb tanah dapat ditampilkan kedalam bagan alir kerja pengukuran an pendaftaran tanah sebagai berikut:

Bagan alir kerja pengukuran dan pendaftaran tanah









Gambar  Bagan Alir kerja pengukuran dan pendaftaran tanah.
2.3 Struktur Organisasi BPN Tingkat II (Kodya/ Kabupaten)

Struktur organisai dalam setip instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi yang baik dan terkoordinasi dengan jelas maka setiap sumber daya manusi adalah dalam instansi pemerintah tersebut dapat mengetahui tugas, tanggungjawab, Wewenang dan hak srta kewajiban ereka masing-masing, sehinga mereka dapat melaksankan tugas dengan sebaik mungkin dan bersama-sama dalam usaha mencapai tujuan instansi perintah tersebut.

Pengertian dari pada organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian tugas yang dilakukan dengan pembatasan tanggungjawab dan penetapan hubungan antar unsur organisasi yang memungkinkan adanya kerja sama yang efektif dalam pencapaian tujuan. Adapun jenis dan sifat organissasi suatu instansi pemerintah ada beberapa macam, biasanya banyak dipengaruhi oleh sifat dan jenis instansi pemerintah. 

BPN Tingkat II (Kodya/Kabupaten) struktur organisasinya menganut sistem organisasi garis atau lini, dimana bagian-bagian dalam sistem organisasi garis, kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada tiap-tiap tingkatan, mulai dari kepala kantor sampai pegawai dan tiap tingkatan bawah pengawasan kepala kantor secara langsung. Susunan organisasi ini berdasarkan keputusan presiden RI No. 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Adapun struktur organisasi yang ada pada BPN tingkat II (kodya/kabupaten) sebagai berikut:






















Gambar  struktur organsasi kantor pertanahan kota yogyakarta.
2.4 Tugas dan Tanggungjawab Divisi

Dengan struktur organisasi yang telah digambarkan pada gambar diatas, maka secara organisator bagian-bagian tersebut memiliki tugas  dan tanggung jawab antara lain:

1. Kepala kantor / wakil kepala kantor

a. Mengadakan pengawasan terhadap semua kegiatan kantor pertanahan 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahannya agar mereka dapat bekerja dengan baik.

c. Mengesahkan sertifikat tanah

2. Sub bagian Tata Usaha

a. Mengurusi dibidang surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kantor pertanahan.

b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan surat menyurat kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Urusan Umum 

a. Membantu Sub bagian tata usaha dalam bidang surat menyurat, kepegawaian dan rumah tangga kantor pertanahan.

b.  Menerima dan mengagendakan surat-surat masuk dan mendistribusikan kepada unit-unit kerja yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan.

4. Urusan Keuangan 

a. Membantu sub bagian tata usaha dalam bidang keuangan.

b. Mempersiapkan dan mengadakan pembukuan dan perhitungan penerimaan dan pelaksanaan anggaran dilingkungan kantor pertanahan.

5. Seksi pengaturan penguasaan tanah 

a. Melaksanakan tugas pengaturan penguasaan tanah perkotaaan dan pedesaan, serta pengtuiran pemanfaatan bersama atas tanah.

b. Mengolah data hasil pengumpulan data lapangan, termasuk membuat gambar / konsep peta.

6. Seksi penatagunaan tanah

a. Melaksanakan tugas mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah

b. Melakukan revisi peta dan data penatagunaan tanah

7. Seksi Hak atas Tanah

· Melaksanakan tugas dibidang pemeriksaan dan pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah

8. Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah

· Mengidentifikasi, pengukuran, pemetaandan penyiapan pendaftaran konversi tanah milik adat.
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KASUBSI PENATAAN DAN PEMILIKAN TANAH





SUKMONO,SH


NIP.750003731





KASUBSI PENDAFTARAN HAK DAN INFORMASI





PURWANTO


NIP.490017009





KASUBSI PENGADAAN TANAH








RISANTORO,BA


NIP.01007842





KASUBSI  RENCANA DAN BIMBINGAN PENATAGUNA TANAH
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